
BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR If TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

bahwa Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari,

a.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka efisiensi
pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari, terdapat
ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun
2017 yang perlu disesuaikan kembali,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun
2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari perlu diubah,

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25):
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456),

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

N
A Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6),

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI AGAM NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.

Pasal Ii

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2017 Nomor 61) disisipkan satu Pasal yakni Pasal SA sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dalam hai Bendahara Nagari tidak dijabat oleh Staf Perangkat Nagari, maka Besaran
Jasa Pengelola Keuangan Nagari dibayarkan sebesar 50”6 (lima puluh persen) dari
Besaran Jasa Bendahara Nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

ditetapkan
dj

Lubuk Basung
pada tangedi 49 Apat 2018

Pane

Dena
di Lubuk Basung

pada tanggal j0 Aril2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

ADA

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR (9
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